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KEMENTERIAN PERTANIAN
(Tempiran Tersendiri)

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 19/Permentan/0OT.140/2/2023%

TENTANG

PEDOMAN ADMINISTRASI KEUANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
720.1/Kpts/OT.140/12/2006 telah ditetapkan Pedoman
Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

b. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Lingkup Kementerian Pertanian secara tertib,
efisien, transparan dan bertanggungjawab pertlu ditetapkan
Pedoman Administrasi Keuangan,;

c. bahwa atas dasar hal tersebut, dan agar pelaksanaan
administrasi keuangan berjalan dengan baik, perlu
menetapkan Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian
Pertanian;

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (entang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400,

5. Undang-Undang Nomeor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata
Cara penyampaian Rencana Kerja dan Laporan Realisasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4816},
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5163]);

Peraturan Pemcrintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis
dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2012
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Namor 5307);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Neomeor 1535,
Tambahan Lembaran Negara Nomar 5334);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta ,
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian
Pertanian;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4214), dan Keputusan Presiden
Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
92, Tamhahan Lembaran Negara Nomor 4418) jis Keputusan
Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007
tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap
Bendahara; ) _

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan badan Pemeriksa keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang
Bagan Akun Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban  Bendahara  Kementerian  Negara/
Lembaga/Kantor /Satuan Kerja;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010
tentang Kualitas Piutang kementerian Negara/lembaga Dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011
tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah,;

Peraturan Mentert Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011
Tentang Sistem Akuntansi Hibah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011
tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Atas Pinjaman
dan Hibah Kepada Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegjabat Negara,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,



10.

11.

12.

13.

14.

i5.

16.

17,

18.

19

20.

21.

22.

23.

24.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis
dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Kementerian Pertanian {Lembaran Negara Tahun 2012
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3307);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta ,
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian
Pertanian,;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4214), dan Keputusan Presiden
Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418} jis Keputusan
Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2002-2014;
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007
tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap
Bendahara; .

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan badan Pemeriksa keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.Q5 /2007 tentang
Bagan Akun Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05 /2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/
Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.C6/2010
tentang Kualitas Piutang kementerian Negara/lembaga Dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 /PMK.05/2011
rentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011
Tentang Sistem Akuntansi Hibah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 /PMK.08/2011
tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Atas Pinjaman
dan Hibah Kepada Pemerintah;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.Q5/2012

lentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



Menetapkan

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013;

28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/OT.140 / 10/
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN
ADMINISTRASI KEUANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 1
Pedoman Administrasi Keuangan (PAK)} Kementerian Pertanian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebagai acuan bagi
pejabat pengelola keuangan lingkup Kementerian Pertanian;

Pasal 3
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan
Menteri Pertanian Nomar 720.1/Kpts/OT.140/ 12/2006 dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi;

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 7 Maret 2013

MENTERI] PERTANIAN,

~
o, SUSWONO [

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

DR LN

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Keuangan;

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
Pimpinan Eselon [ lingkup Kementerian Pertanian;
Gubernur Seluruh Indonesia:

Bupati/Walikota Seluruh indonesia.



